BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada Bab
Pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penolakan kapal-kapal
pengungsi jalur Libya (push back) oleh Italia telah melanggar prinsip dalam sistem
hukum internasional yang tercantum pada Konvensi Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi yaitu prinsip non-refoulement. Italia sebagai anggota yang telah
meratifikasi Konvensi maupun Protokol tentang Status Pengungsi mempunyai
kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera pada
Konvensi maupun Protokol. Tindakan Italia yang telah gagal melaksanakan
kewajiban dengan melanggar prinsip non-refoulement yang tertera pada Pasal 33
ayat (1) Konvensi Tahun 1951 menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara.

ILC Draft of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
Tahun 2001 telah mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat
dilakukan oleh Negara, salah satunya adalah Restitution. Restitution merupakan
bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Italia karena kerugian yang
diterima oleh pengungsi adalah kerugian moral. Pengungsi jalur Libya juga dapat
melakukan upaya hukum melalui European Court of Human Rights (ECtHR)
dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 4 Protocol No.4 European
Convention of Human Rights dan juga Pasal 33 Konvensi Tahun 1951 tentang

Status Pengungsi.
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B. Saran

1. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya dalam hal tindakan
kedepan yang dapat dilakukan adalah untuk membentuk suatu instrumen hukum
yang tegas terkait tanggungjawab negara atas pelanggaran kewajiban pada
Konvensi Tahun 1951. Diharapkan instrumen hukum tersebut memiliki
kekuatan mengikat kepada negara-negara anggota Konvensi Pengungsi. Sebab
hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang menentukan bentuk
tanggungjawab negara apabila tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban
internasional mengenai pengungsi.

2. Kepada Italia sebagai subjek hukum internasional diharapkan dapat kooperatif
untuk melakukan kerjasama dengan UNHCR maupun organisasi internasional
lain dalam hal perlindungan hak-hak pengungsi. Italia juga diharapkan
kedepannya dapat menanggulangi permasalahan pengungsi dengan sistematis
sesuai ketentuan-ketentuan hukum internasional tanpa campur tangan

kepentingan politik.
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